PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG
PAJAK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAFIA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame

sudah tidak sesuwai lagi dengan perkembangan perckonomian sast ini
sehingga periu diadakan penyesuaian dan pengaturan kembali;

. bahwa dengan diteiapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah maka pengaturan pajak reklame juga
memeriukan penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 34
TFahun 2000 tersebut;

. bahwa berdasarkan perfimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan

hurof b, perln menetapkan kembali Perafuran Dacrah Kabupaten Musi
Rawas tentang Pajak Reklame.

. Undang-Undang RI Nomor 28 Tabun 1959 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat 1I dan Kotapraja di Sumatera Selatan {Lembaran Negara RI Tahun
. 1939 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 1821) ;

. Undang-Undang RI Nomer 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian

Sengketa Pajak (Lembaran Negara BRI Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3684) ;

. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 temtang Pajak Daersh dan

Retribust Daecrah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah dicbah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 {I.embaran Negara RI Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);

. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak

dengan Surat Paksa (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara R1 Nomor 3684);

. Undang-tIndang RI Nomor 10 Tahon 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undanpan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nowmor 33,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomeor 4389);

. Undang-Undang RT Nomor 32 Tzahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

{Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara RE Nomaor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang
{Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Nepara RI Nomor 5458);
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Menetapkan

|

10,

Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Ri
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;

Peraturan Pemerintsh RI Nomor 65 Tahunm 2001 tentang Pajak Daerah
{Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambshan Lembaran
Negara RI Nomor 4437);

Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pemindahan
Ibukota Kabupaten Musi Rawas dari Wiiayah Kota Lubuk Linggau
kewilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas (Lembaran
Negara RI~Tahun 2005 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 4559);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata
Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Dacrah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKT AN RAKYAT DATRAH
KABUPATEN MUSE RAWAS
dan
BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah inj yang dimaksud dengan ;

I

e

Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mus: Rawas.
Bupati adalah Bupati Musi Rawas,

Dinas Pendapatan Daerah adalab Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Musi Rawas,

Pajak rekiame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungusian daersh
aias penyelenggaraan’rekiame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atan media yang menurut bentuk
susunan dan corak ragamaya untuk tujuan komersial dipergunakan unmk
memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang jasa atau
orang ataupun untuk menarik perhatian pada suatu barang jasa atau orang
yang ditempatkan atau yang dapat dilikat, dibaca dan atag didengar dari
suatu tempat oleh umium, kecuali dilakukan Pemerintah.

Panggung lokasi reklame adalah svatu sarana atau tempat pemasangan 1
{safa) atan beberapa reklame.

Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan hukum yang
menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namenya sendiri atau
untuk dan atas nama pibak lain yang menjadi langgungannya.
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9. NWilai jual objek pajak reklame adalsh keseluruhan pembayaran/
pengeluaran biaya yang dikelnarkan oleh pemilik dan atau penyelenggars
reldame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli, peragaan
penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan
lain sebagainya sampai dengan pembangunan reklame rampung,
dipancarkan diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat
diizinkarn.

10. Surat Pemberitahuan Pajak Daersh yang selanjuinya disingkat SPTPD,
adalah surat vang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan
perhitungan dan pembayaran pajak yang ferutang menurut peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

11. Surat Setoran Pajak Daerah selanjutnya disingkat SSPD adalah surat
vang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ketempat lain yang
ditetapkan oleh Bupati.

12, Surat Ketetapan Pajak Dacrah selanjutnya disingkat SKPD adalah surat
keputusan yang menentukan besarnya jumiah pajak yang terhutang,

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjuinya disingkat
SKPDKB adalah surat kepmimsan vang menentukan besarnya jumlah
pajak vang terutang, jurniah kredit pajak, jumlah kekurangan pembavaran
pokok pajak, besarnva sankst administrasi, dan jumiah vang masih harus
dibayar.

14. Surat Ketetapan Paiak Daerah Kurang Bayar Tambahan vang sclanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat kepotusan yang menentukan atas
jumiah pajak yang telah ditetapkan.

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat
SKPDLB adalah surat keputusan vang menentukan besarnya jumlah
kelebihan pembavaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dan
pajak vang terutang atau tidak seharusnya terhutang.

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil selanjutnya disingkat SKPDN adalah
syrat keputusan vang menentukan jumlah pajak yang ferutang sama
besarnya dengan kredit pajak, atan pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak.

17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah

surat nntuk melakukan tagihan pajak dan atan sanksi administrasi berupa
bunga dan atau denda,

18. Izin Reklame adalab izin yang diberikan oleh Bupati untuk tempat
penyelenggaraan reklame.

BABH
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2
{1} Dengan nama Pajak Reklame dipungut atas penyelenggaraan reklame,
{2} Objek pajak adalah semua penyelenggaraan reklame.

{3) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi :
a. Reklame papan/billboard/megatron.
b. Reklame kain

¢. Reklame melekat, tempel, stiker
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d. Reklame selebaran.

Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
Reklame udara '

Relklame suara

Relklame filmy/slide

Reklame peragaan

SEL R

Pasal 3

Dikecualikan dari objek pajak -

{1} Penyelenggaraan rehlame oleh Pf:mcnnlan Pusat dan atsu Pemerintah
Daerah.

{2} Penyelengparaan reklame melalui televisi, radio, warta harian.

(3) Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peratoran
Daerah,

Pasal 4

(1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan
atau memesan reklame.

(2} Waijib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan

reklame.
BABHI
PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 5

{1} Penyelengparaan pemasangan reklame terlebih dabulu mendapat izin dari
Bupati.

(2) Is/materi reklame tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan dan kepentingan wmum.

(3) Bentuk, isi, tata cara, permohonan izin sebagaimana dunaksud ayat {1)
diatur dengan Peraturan Bupati.

BABTV
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

“Pasal 6
{1} Dasar pengenaan pajak adalah nilai sews reklame.

{(2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitng
berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, lokasi dan jenis reklame.

{3) Dalam hal reklame disclenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang
memantfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa

reklame dihitung berdasarkan besarnya permnasangan, pemeliharan, lama
pemasangan, lokasi dan jenis reklame.

{(4) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketipa, maka nilai sewa
reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk svatu masa
pajak/masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya
pemasangan, pemeliharaan dan jenis reklame.

{5) Tanf pajak reklame ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
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Pasal 7

Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2)

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA

PERHITUNGAN PAJAK
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adalah sebagai berikut -
S.D /M SDiBW/M | SD3BIwM® | SD6BIWM SD1Th M
Nilai Pajak | Nilai Pajak | Nilai Pajak | Nilai Pajak | Nilai Pajak
Sewa 20 % | Sewa 20 % | Sewa 20 % | Sewa 20 %t Sewa 20 %
rekiame | (Rp) | reklame | (Rp) | reldame | (Rp) reklame | (Rp) | reklame | (Rp}
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
3 3 i 5 6 7 8 9 10 1
40.000 | 8.000 | 30.000 | 10.000} 76.000 | 14.000 | 100.000 | 20.600 ; 150.000 ; 30.G00
20.00(_) 4600 | 30000 | 6.000 | 30000 100001 70,000 | 14.000 1 90.000 | 18.600
: ]
'3 1 Reklame 25.000 1 5000 | 40.000 | 8.000 | 60.000 | 120001 30.000 | 16.000 | 120.000 ! 24.000
{ [ melekat
| tempel
| fstiker __
4 | Reklame 20,000 1 4.000 1 30000 1 6.000 | 60.000 | 12.000 ] 80.000 | 16.004 | 120.000 | 24 GO0
selebaran
5 Reklame 30000 1 6000 | 40.000 | 8.000 | 65.000 | 13.000 1 100,000 20000 | 150.0060 30.0005
berjalan
fpada
kendaraan {
6 | Reklame 60.000 | 12.000 1 80.000 | 16.600 1 100.000 | 20.060 { 120.000 | 24.000 | 130.000 3(}.(}{}0|
udara
7 | Reklame 10.000 | 2.000 | - - - - - - - R
suara bill /Menit | Menit
board/
moegatron
& : Reklame 40,000 { 8.000 - - - - - - - -
film & Menit
slide
9 1 Rekiame 1 206.00G | 40.000 - - - - - - - -
Peragaan /Jam flam
BABYV



Pasgal 8
(1) Pajak vang terhulang dipungut di wilayah Kabupaten Musi Rawas.
(2) Besarnya pajak terntang dihitung dengan cara mengalikan tani pajak
dengan dasar pengenaan pajek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
BAB VI

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

~.  Pasal9

Masa pzjak adalah jangka wakitn yang lamanys sama  dengan
penyelenggaraan reklame.

Pasal 10
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.

Pasal 11
(1} Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
{7) SPTPD schagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,
benar den lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat {1} harus disampaikan kepada
Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum penyelenggaraan
reklame.

(4) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan olch Bupati.

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

{1} Berdasarkan SPTPD) sebagaimuna dimaksud dalam Pasal 11 ayai (1)
Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

(2) Apabila SKPD schagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atan kurang
dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (ga puluh) hari sejak SKPD
diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua)
sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 13

(1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD scbagaimana dimaksud
Pada 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, dan menetapkan pajak
sendiri yang terutang,.

(2} Dalam jangks waktu 5 (lima) tabun sesudah saat terutangnya pajak,
Bupati dapat menerbitkan :
a. SKPDKB.
b. SKPDKBT.
¢. SKPDN,

L
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(3} SKPDKE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak
yang terutang tidak atan kurang bayar, dikenakan sanksi administrast
berupa bunga sebesar 2 % {duva persen) sebulan dihitung dari pajak
vang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak.

b. Apabila SPIPD tidak disampaiken dalam jangka wakte yang
ditentukan dan  telah ditegur secara teriulis, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihttung
dari pajak yang kurang atan terlambat dibayar untuk jangks waktu
paling lama ™24 (dua pulvh empat) bulan dihitung sejak terutangnya
pajak.

c. Apabila kewsjiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak vang
terntang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administras:
berupa kenaikan sebesar 25 % {(dua pulvh lima persen) dani pokok
pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua
persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dibitung sejak saat terutangnya pajak.

{(4) SKPDKBT scbagaimana dimaksid pada ayat {2) huruf b diterbitkan
apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum lengkap yang
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan
sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dant
jumiah kekurangan pajak tersebut.

{5) SKPDN scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ diterbitkan apabila
jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak
atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(6) Apabila kewgjiban membayvar pajak terutang dalam SKPDKB dan
SKPIYKBT scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b
tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang ielah
ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi
adminisirasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sehulan,

{(7) Penambahan jumiash pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat {4) tidak dikenakan pada wajib pajak apabila melaporkan sendiri
sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VIIi
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang
dituniuk oleh Bupati sesuai wakiu vang diteniukan dalam SPTPD, SKPD,
SKPDKER, SKPDKBT dan STPD,

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil
penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x
24 jam.

(3} Pembayaran pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2)
dilakukan dengan menggunakan SSPD,
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Pasal 15

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak umtuk
mengangsur pajak terutang dalam kwun waktu tertentu. setelah
memenuhi persyaratan yang dmentukan

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus
dilakukan dilakukan secara teratur dan berturut-turnt dengan dikenakan
bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum
atau kurang bayar.

{4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda
pembayaran pajak sampai batas wektu yang ditentukan setelah memenuht
persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sehesar 2 % {dua
persen) scbulan dari jumlah pajak yang belum atan kurang dibayar.

(5} Persyaratan unfuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata
cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3} dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud datam pasal 14
diberikan tanda bukti pembayaran dan dicafat dalam buku penerimaan.

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukii pembayaran dan buku peneriroasn
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BABIX
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

(1} Surat teguran atau surat peringatan afav surat Iain yang sejenis scbagal
awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 {tujuh) hari
sejak saat jatuh tempo pembayaran. .

{2) Dalam jangka waktu 7 {fujuh) hari setelah tanggal surat teguran atag surat
peringatan, wajib pajak harus mehmasi pajak yang terutang.

(3) Surat teguran dan atag surat peringatan yang scjenis secbagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Peiabat yang
ditunjuk.

Pasal 18

(1) Apabila jumish pajak yang masth barus dibayar tidak dilunasi dalam
jangka waktu sebapaimana ditentukan dalam surat teguran dan sumt
_peringatan jumiah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.

{2} Pejabat menerbitkan surat paksa segera sefelah lewat 21 (dua puich satu)
hari sejak tanggal surat ieguran dan surat peringatan.
Pasal 19

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunast dalam jangka waktu 2 x 24
jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan, '
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Pasal 20

Scielah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang
pajaknya setelah lewat waktm 10 {(sepuluh)} hari sejak tanggal pelaksanaan
surat perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan
penetapan tangeal pelelangan pada Kantor Lelang Negara.

Pasal 21

Setelah Kantor Lelang menetapkan bari, tanggal, jam dan peiaksanaan lelang,
Jura Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 22

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan
penaginan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati.

BARX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 23

{1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan
pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

{2) Tata cara pengurangén, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Bupat.

BABXI

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

{1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :

a. Membeiutkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan
kekeliruan  dalam  penerapan peraturan  perundang-undangan
perpajakan daerah,

b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak vang tidak benar.

c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga,
denda dan kenaikan pajak yang terwtang dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena
kesalahannya. °

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan
penghapusan atae pengurangan sanks? administrasi atau SKPD,
SKPDKRB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupaii, atau
oleh pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan
alasan yang jelas. '
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{3) Bupati atap Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan
keputusan. .

{4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimalksud pada
ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan
pembetulan, pembatalan, pengurangan keletapan dan penghapusan aiau
pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

-BAB XIi
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

(}) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau
Pejabat terhadap suatu

a. SKPD.

b. SKPDKB
c. SKPDKBT
d. SKPDLB
e. SKPDN

{2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus
disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga}
buian sejak tangpal SKPD, SKPDKR, SKFDKBT, SKPDLB dan SKFDN
diterima oleh wajib pajak, atau oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kecuali apabila wajtb pajak dapat menunjukan bahwa
jangka waktu ifu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar
kekuasaannya.

(3) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
sejak tanggal suratl permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.

{4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) Bupati atan Pejabat tidek memberikan keputusan
permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda
kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

{1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penvelesaian
Sengketa Pajak dalam jamgka waktu 3 (tiga) bulan sctelah diterimanya
keputusan keberatan.

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda
kewajiban membayar pajak.

Pasaj 27

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau
banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikabulken sebagian atau
seluruhiya kelebihan pembayaran pajak, dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan vntuk paling lama 24 (dua
puhibh empat) bulan.
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. BAB XTI
. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

g Pasal 28

L {D Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembatian kelebihan
. pembayan pajak kepada Bupaii atau Pejabat secara termulis dan
menyebutkan sekurang-kurangnya :

a. -Nama dan alamat wajib pajak.

b. Masa pajak -

¢. .. Besarnya kelebihan pembayaran pajak
4. Afasan yang jelas

. .(2)' Bupatx_ atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
© sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
- pajak sehagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka wakty sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui

. oleh Bupati atan Pejabat tidak memberikan keputusan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan
- SKPDLB harus diterbitkan datam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya  kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung
d:perhrhmgkau untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

(5) Pengcmbahan kelebihan pembayaran pajak dilekukan dalam jangka
 wakm paling lama 2 {(dua) bulan sejak diterbitkarmya SKPDLB, dengan
L menerb}tkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah
iewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupaii atau
- Pejabat ‘memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan

: aiasketerlambam pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 29
Apab}]a *elebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak
laimnya; sebagmmana dimaksud dalam pasal 28 ayat {4), pembayarannya

* dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga
bcﬂaku sebagal bukn

BABXIV
KADATUARSA
Pasal 30

(1) Hak unmk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui
jangka waktu 5 (lima) tahun terbitung sejak saat terutangnya pajak,
- kecoali apabﬂa wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang
Perpajakanbaerah

(2) Kadaluarsa pcnaglhan pajak sebagaimana dimaksud pada avat (1)
tertangguh apabﬂa'

" a.. Ditetbitkan sirat teguran dan surat paksa, atau
b Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun
udak iangsung
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BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

Wajib pajak vang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
pasal 5 akan dicabut izinnya dan pembongkaran reklame.

~ BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 32

{1} Selain Penyidik POLRI, Penyidik Pegawal Negeri Sipil tertentu
dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebapai
Penyidik Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana,

{2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksad pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, menecari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenal orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana perpajokan daerah tersebut.

¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindek pidena perpajakan daerah.

d. Memeriksa buku-buka, catatan-catan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah.

e. Melakukan penggeledahan wuntuk mendapatkan bahan  bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukii tersebut.

f. Meminta bantuan tenaga shli dalam rangka pelaksansan wgas
penyidikan tindak pidana perpajakan daerah.

g Menyurub berhenti dan atau melarang seseorang meninggatkan
ruangan ataul tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memerikse identitas orang dan atan dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud huruf e.

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang
perpajakan daerah.

L. Memanggil orang untuk didengar keterdingnnya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi.
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j.  Menghentikan penyidikan.

k. Melakukan tindak Iain yang dipandang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindsk pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum
yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3} Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan den meoyampaikan hasil penyidikannya kepada pemumntut
wmum Sesual dengan ketemtuan vang disiur dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahur 1981 tentang Hukum Acara Pidana. '

-

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33
{1} Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga meragikan

kenangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan
atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 34
Tindak pidana scbagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tidak ditantut seteluh

melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak
atau berakhirnya masa pajak.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Dengen berlakunya Peraturan Daerah ini seluruh pajak den lzin Reklame
yang telah diterbitkan masih tetap berlaku sanmpai dengan berakhirnya masa
berlakunya

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya, akan diatur febih Ianjut dengan Peraturan Bupati.

Pasat 37

Dengan berlakonya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Musi Rawas Nomor 3.Tahun 1998 tentang Pajak Reklame dicabut dan
dinyatzkan tidak berlaku lagi.
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Pasal 38
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Muasi Rawas.
Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 29 Mei 2006
) BUPATE MUSI RAWAS,
Dto
RIDWAN MUKTI
Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 29 Mei 2006
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,
Dto
MUKTI SULAIMAN .

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2006 NOMOR 1 SERIB
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